ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang dinamika politik Nahdlatul Ulama Cabang
Trenggalek pasca kebijakan fusi partai 1973 — 1985. Latar belakang penelitian ini
berangkat dari kondisi dinamika politik NU Cabang Trenggalek yang harus
beradaptasi terhadap tekanan politik pemerintah Orde Baru, serta perubahan
orientasi organisasi dalam menghadapi kebijakan negara yang mempengaruhi peran
politik dan sosial organisasi di tingkat lokal. Dalam penelitian ini terdapat dua
rumusan masalah, yaitu: Pertama, bagaimana dinamika politik NU Cabang
Trenggalek dalam menghadapi tekanan dan kontrol politik Orde Baru tahun 1973-
1984. Kedua, bagaimana orientasi politik NU Cabang Trenggalek pasca keputusan
“kembali ke khittah 1926 tahun 1984-1985. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui perjalanan politik NU Cabang Trenggalek pasca kebijakan fusi partai
tahun 1973 hingga perubahan orientasi politik seelah keputusan “kembali ke khittah
1926, khususnya dalam mengungkap strategi dan peran aktivis politik NU Cabang
Trenggalek dalam menghadapi tekanan dan kontrol politik dari pemerintah Orde
Baru. Penulisan skripsi ini disusun dengan menggunakan metode penelitian sejarah,
yaitu: pemilihan topik, heuristik (pengumpulan sumber), verifikasi (kritik sumber),
interpretasi (penafsiran), dan historiografi (penulisan sejarah). Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa aktivis politik NU Cabang Trenggalek berhasil
mempertahankan pengaruhnya di tengah tekanan politik Orde Baru (pembatasan
aktivitas dan intervensi aparat) melalui pemanfaatan jaringan sosial-keagamaan dan
hubungan dengan birokrasi lokal. Keputusan "kembali ke khittah 1926" pada 1984
menjadi titik balik penting, mengubah orientasi NU Cabang Trenggalek dari politik
praktis menuju penguatan peran sosial-keagamaan. Perubahan ini membuktikan
kemampuan adaptasi organisasi dalam menjaga legitimasi sosialnya, sekaligus
menegaskan bahwa dinamika politik lokal merupakan hasil negosiasi antara
kekuatan lokal dan struktur kekuasaan nasional.
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ABSTRACT

This study examines the political dynamics of the Trenggalek Branch of Nahdlatul
Ulama following the 1973-1985 party merger policy. The background of this study
stems from the political dynamics of the Trenggalek Branch of NU, which had to
adapt to political pressure from the New Order government, as well as changes in
the organization’s orientation in response to state policies that affected its political
and social roles at the local level. This study addresses two research questions:
First, how did the political dynamics of the NU Trenggalek Branch unfold in the
face of political pressure and control from the New Order regime from 1973 to
1984? Second, how did the political orientation of the NU Trenggalek Branch
evolve following the 1984—1985 decision to “return to the 1926 charter”? The
objective of this study is to trace the political trajectory of the NU Trenggalek
Branch from the 1973 party merger policy through the shift in political orientation
following the “return to the 1926 charter” decision, particularly by uncovering the
strategies and roles of NU Trenggalek Branch political activists in confronting
political pressure and control from the New Order government. This thesis was
written using historical research methods, namely: topic selection, heuristics
(source collection), verification (source criticism), interpretation, and
historiography (historical writing). The results of this study indicate that political
activists of the Trenggalek Branch of NU succeeded in maintaining their influence
amid political pressure from the New Order (restrictions on activities and
intervention by state authorities) by leveraging their social-religious networks and
relationships with the local bureaucracy. The 1984 decision to “return to the 1926
charter” marked a significant turning point, shifting the Trenggalek Branch of
NU's orientation from practical politics toward strengthening its social-religious
role. This shift demonstrates the organization’s ability to adapt in order to maintain
its social legitimacy, while also affirming that local political dynamics are the result
of negotiations between local forces and national power structures.
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